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PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Prob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam

persidangan  hakim  tunggal  telah  menjatuhkan  putusan  perkara  cerai  gugat

antara:

PENGGUGAT,  NIK  3513035503810001,  tempat  dan  tanggal  lahir

Probolinggo,  15  Maret  1981,  agama  Islam,  pekerjaan

xxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di

KOTA PROBOLINGGO, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Brebes, 01 April 1973, agama

Islam,  pekerjaan  xxxxxxxxx,  pendidikan  SLTP,  tempat

kediaman  di  KOTA  PROBOLINGGO  dan  sekarang  tidak

diketahui alamatnya secara jelas di luar wilayah hukum RI,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti

yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2024

yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Probolinggo  Nomor

361/Pdt.G/2024/PA.Prob  tanggal  07  Agustus  2024,  dengan  dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat telah  melangsungkan  pernikahan  dengan

Tergugat  pada  tanggal 07  Februari  2010  dihadapan  Pejabat PPN KUA
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Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi  dengan dengan  Kutipan Akta

Nikah Nomor 144/19/II/2010 tanggal 07 Februari 2010;

2. Bahwa  pada  saat  dilaksanakan  perkawinan, Penggugat  berstatus

Janda Mati umur 29 tahun, sedangkan Tergugat berstatus Duda Cerai umur

37 tahun

3. Bahwa setelah menikah Penggugat  dan Tergugat  tinggal  bersama

semula dan terakhir di  rumah Penggugat, namun saat ini  Tergugat pergi

meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui alamatnya secara

jelas di luar wilayah hukum RI;

4. Bahwa  selama  dalam  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  hidup

rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik (ba’da al dukhul) dan

dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

4.1. M. Raditiya Putra Prayoga bin Aji Prayogo, Tempat lahir

Probolinggo, Tanggal lahir 30 Mei 2010, dalam asuhan Penggugat;

4.2. Rania  Azzalia  Putri  binti  Aji  Prayogo,  Tempat  lahir

Probolinggo, Lahir tanggal 10 Juli 2016, dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa sejak awal bulan April 2010 2 (dua) bulan setelah pernikahan

kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan;

6. Bahwa  sebab-sebab terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran

tersebut adalah karena sebagai berikut :

6.1. Tergugat  mempunyai  Wanita  Idaman  Lain  (WIL)  yang

bernama Dewi, Sumaina, dan Wanisa sejak pertengahan 2017;

6.2. Tergugat  tidak  memberikan  nafkah  (lahir)  secara  layak

terhadap Penggugat sejak awal menikah hingga sekarang;

6.3. Tergugat  mempunyai  tanggungan  cicilan  kepada  Deller

Motor  dan  Penggugat  yang  menanggung  cicilan  Motor  tersebut

kurang lebih Rp. 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu) per bulan;

6.4. Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan dan

seizin Penggugat dan pulang hingga larut malam;
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6.5. Ketika  Penggugat  menanyakan  nafkah  (lahir)  dan

mengungkir  Wanita Idaman Lain (WIL) terhadap Tergugat,  Tergugat

marah dan meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman;

6.6. Tergugat  tidak  peduli  terhadap  kebutuhan  dan

pertumbuhan anak Penggugat dan Tergugat;

6.7. Tergugat sering minum-minuman keras (memabukkan); 

7. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada awal tahun 2018 hingga

sekarang selama lebih kurang 6 (enam) tahun telah berpisah rumah, saat

ini  Penggugat  bertempat tinggal  di  rumah milik Penggugat  dan Tergugat

sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas di luar wilayah hukum RI; 

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam)

tahun  telah  berpisah  rumah,  maka  hak  dan  kewajiban  suami  istri  tidak

terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi

melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa  dengan  keadaan  rumah  tangga  di  atas,  maka  Penggugat

merasa  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  dapat

dipertahankan  lagi  karena  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus-

menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk

hidup  rukun  lagi,  maka  Penggugat  berkesimpulan  lebih  baik  bercerai

dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat  sanggup  membayar  seluruh  biaya  yang  timbul

akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas,  Penggugat mohon kepada

Majelis  Hakim  untuk  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya  berbunyi  sebagai

berikut :  

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughro  Tergugat (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :
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Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata sesuai

dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasa  hukumnya  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

menurut  relaas Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 08 Agustus 2024 dan

09 September 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata

bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan

Tergugat,  tetapi  Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan

Tergugat;

Bahwa  pemeriksaan  materi  pokok  perkara  dimulai  dengan

pembacaansurat  gugatan  Penggugat  yang  maksud  dan  isinya  tetap

dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Bahwa  Penggugat  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat

telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1.  Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  Nama  Torisnawati  Nomor

3513035503810001  Tanggal  14  April  2023  yang  dikeluarkan  oleh

Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup,

di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P1; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 144/19/II/2010 Tanggal 07 Februari

2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Serang Baru

Kabupaten  Bekasi  Provinsi  Jawa  Barat,  bukti  tersebut  bermaterai

cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.7.22.1/0623.PE/425.501.2/2024

tanggal 06 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Sukabumi,

bukti  tersebut  bermaterai  cukup,  di-nazegelen  pos,  sesuai  dengan

aslinya, alat bukti bertanda P3; 
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B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat

tinggal  di  Kabupaten Probolinggo, di  bawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa,  saksi  kenal  Penggugat  dan  Tergugat  dan  memiliki

hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;  

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pengugat dan Tergugat

tinggal  bersama di  rumah Penggugat  dan selama menikah telah

dikaruniai orang anak, masing-masing bernama M. Raditiya Putra

Prayoga dan Rania Azzalia Putri;

- Bahwa,  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada

awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak April

2010 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran; 

- Bahwa,  saksi  sering  melihat  dan  mendengar  Penggugat  dan

Tergugat cekcok;

- Bahwa,  penyebab  ketidakharmonisan  rumah  tangga  Penggugat

dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang katanya bekerja akan

tetapi tidak ada hasilnya, Tergugat tidak memberikan nafkah (lahir)

secara layak terhadap Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan

Wanita Idaman Lain (WIL);

- Bahwa,  saksi  mengetahui  penyebab  ketidakharmonisan  rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tersebut  dari  pertengkaran

Penggugat dan Tergugat yang saksi lihat dan dengar sendiri;

- Bahwa, saksi  mengetahui  antara Penggugat dan Tergugat sudah

pisah rumah sejak 2018 sampai dengan sekarang dan sudah tidak

bersatu  lagi  karena  Tergugat  meninggalkan  kediaman  bersama

pulang ke rumah orangtuanya;

- Bahwa, saat  ini  Tergugat  tidak diketahui  dimana keberadaannya,

dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari

keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 
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- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara

menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

 Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara

Penggugat  dan  Tergugat sudah  tidak  ada  komunikasi  lagi  dan

keduanya  tidak  menjalankan  kewajibannya  masing-masing

sebagaimana layaknya suami isteri; 

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx,

bertempat  tinggal  di  KABUPATEN  PROBOLINGGO,  di  bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

 Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki

hubungan dengan Penggugat sebagai ibu tiri Penggugat; 

 Bahwa,  saksi  mengetahui  setelah  menikah  Pengugat  dan

Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan selama menikah

telah dikaruniai orang anak, masing-masing bernama M. Raditiya

Putra Prayoga dan Rania Azzalia Putri;

 Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah  tidak  lagi  harmonis,  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  sejak  April  2010  yang  mengakibatkan  antara

Penggugat  dan Tergugat  sudah pisah rumah sejak 2018 sampai

dengan  sekarang  karena  Tergugat  meninggalkan  kediaman

bersama  pulang  ke  rumah  orangtuanya  dan  selama  berpisah

antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi; 

 Bahwa,  saksi  sering  melihat  dan  mendengar  Penggugat  dan

Tergugat bertengkar;

 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga

Penggugat  dan  Tergugat  karena  Penggugat  menuduh  Tergugat

mempunyai  Wanita  Idaman  Lain  (WIL)  dan  Tergugat  tidak

memberikan nafkah (lahir) terhadap Penggugat;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  penyebab  perselisihan  dan

pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari

pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi dengar dan lihat

langsung;
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 Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya,

dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari

keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

 Bahwa,  pihak  keluarga  sudah  berusaha  mendamaikan  dan

merukunkan  Penggugat  dan  Tergugat  dengan  cara  menasihati

Penggugat akan tetapi tidak berhasil; 

 Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara

Penggugat  dan  Tergugat sudah  tidak  ada  komunikasi  lagi  dan

keduanya  tidak  menjalankan  kewajibannya  masing-masing

sebagaimana layaknya suami isteri; 

Bahwa  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang; 

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini,  segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Absolut dan Relatif

Menimbang,  oleh  karena  perkara  ini  menyangkut  sengketa  di  bidang

perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang

beragama Islam,  maka berdasarkan Pasal  49 huruf  (a)  penjelasan angka 9

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  atas

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  menjadi

kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian

diajukan  oleh  isteri  atau  kuasanya  kepada  Pengadilan  Agama yang  daerah

hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang domisili, Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1. Alat bukti tersebut telah diberi

meterai  cukup  dan  dicap  pos,  diterbitkan  dan  ditandatangani  oleh  pejabat
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berwenang dan memuat hari,  tanggal  dan tahun pembuatan, secara materiil

memiliki hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan

hukum, agama, dan kesusilaan, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b

dan  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2020  Tentang  Bea  Meterai,

Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal

1868 KUHPerdata, dan Pasal  165 HIR, alat bukti tersebut secara formil dapat

diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata terbukti  Penggugat

berdomisili  di  wilayah  Kota  Probolinggo,  sehingga  harus  dinyatakan  bahwa

Pengadilan Agama Probolinggo berwenang secara relatif untuk memeriksa dan

mengadili perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara

perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut

agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang,  bahwa  untuk  meneguhkan  dalil  tentang  kedudukannya

sebagai pihak dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan alat bukti surat

bertanda P.2. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah

dicocokkan  dengan  aslinya  ternyata  sesuai  aslinya,  secara  materiil  memiliki

hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan hukum,

agama, dan kesusilaan. Sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai,  Pasal

1888  Burgerlijk  Wetboek  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  alat  bukti

tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai

alat bukti;

Menimbang,  bahwa  alat  bukti  P.2 diterbitkan  oleh  pejabat  yang

berwenang maka alat bukti tersebut dikualifikasikan sebagai akta autentik yang

memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat  (volledig en bindende

bewijskracht) sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab

Undang-Undang  Hukum  Perdata)  dan  Pasal  165  HIR,  sehingga  harus

dinyatakan  terbukti  bahwa Penggugat  dengan  Tergugat  telah  terikat  dalam

perkawinan  yang  sah  dan  keduanya  berkualitas  sebagai  pihak  berperkara
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(persona  standi  in  judicio)  hal  tersebut  sesuai  ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)

Kompilasi Hukum Islam;

Kehadiran Pihak

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan  (relaas)

Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 08 Agustus 2024 dan 08 Agustus 2024

yang  dibacakan  di  persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Tergugat  tersebut

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut

diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Pemeriksaan Identitas

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan pemeriksaan identitas para

pihak berperkara dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Upaya Penasihatan

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana

telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi

Hukum Islam,  Hakim telah  berusaha maksimal  menasehati  Penggugat  agar

bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Penegasan Dalil

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini  perkara perceraian, maka

pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, hal

tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2)  Undang-Undang Nomor 7 tahun

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  alasan  gugatan  cerai  Penggugat

adalah  karena  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran sejak April  2010 yang disebabkan Tergugat mempunyai Wanita

Idaman  Lain  (WIL)  yang  bernama  Dewi,  Sumaina,  dan  Wanisa  sejak
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pertengahan  2017,  Tergugat  tidak  memberikan  nafkah  (lahir)  secara  layak

terhadap  Penggugat  sejak  awal  menikah  hingga  sekarang,  Tergugat

mempunyai  tanggungan  cicilan  kepada  Deller  Motor  dan  Penggugat  yang

menanggung cicilan Motor tersebut kurang lebih Rp. 370.000 (tiga ratus tujuh

puluh ribu) per bulan, Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan dan

seizin  Penggugat  dan  pulang  hingga  larut  malam,  Ketika  Penggugat

menanyakan nafkah (lahir) dan mengungkir Wanita Idaman Lain (WIL) terhadap

Tergugat, Tergugat marah dan meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman,

Tergugat tidak peduli terhadap kebutuhan dan pertumbuhan anak Penggugat

dan Tergugat dan Tergugat sering minum-minuman keras (memabukkan), yang

puncaknya pada  2018  hingga  sekarang  telah  pisah  rumah karena  Tergugat

pergi  meninggalkan  kediaman  bersama  dan  tidak  pernah  kembali  lagi  ke

kediaman  bersama,  selama  pisah  rumah  Tergugat  tidak  pernah  lagi

memberikan  nafkah  lahir  dan  batin  kepada  Penggugat,  antara  Penggugat

dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan masing-masing sudah tidak

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hukum Pembuktian

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  merupakan  perkara

perceraian yang mempunyai  hukum acara khusus (lex specialis  derogat  lex

generalis)  sebagaimana  maksud  Pasal  54  dan  Pasal  76  ayat  (1)  Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama, maka  untuk  melakukan

perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri  tidak dapat hidup

rukun sebagai suami isteri  dan telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai

sebab-sebab  perselisihan  dan  pertengkaran.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan

ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata yang menyatakan siapa

yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan dan barang siapa membantah

wajib pula membuktikan, maka kepada Penggugat dibebankan pembuktian. Hal

mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi

dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386,

yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini;
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 " : يعُطْىَ              لوَْ قاَلَ وسلم عليه الله صلى اللهَِ رَسُولَ أنََ عنَهْمَُا اللهَُ رَضِيَ عبَاَسٍ ابنِْ عنَْ

علَىَ             واَليْمَِينَ المُْدعَِي، علَىَ البْيَنِةََ لكَنَِ ودَمَِاءهَمُْ، ٍ أمَْواَلَقوَمْ رجَِالٌ لَدعَىَ بدِعَوْاَهمُْ الناَسُ

أنَكْرََ   ".مَنْ

Artinya:  Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang

diberi  segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil]

mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung jawab]

pembuktian  ada  pada  Penggugat,  dan  pengambilan  sumpah  ada

pada orang yang menyangkal.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil  gugatan Penggugat,  Hakim

berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19

huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  Pasal  116  huruf  (f)

Kompilasi Hukum Islam, dan  Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun

2022  tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hukum  Kamar  Agama  angka  1  (b),

sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975,  tata  cara  pembuktiannya  Penggugat  memiliki  kewajiban.  Pertama,

Penggugat  harus  membuktikan  tentang  peristiwa  adanya  perselisihan  dan

pertengkaran  secara  terus  menerus  dengan  menggunakan  alat  bukti

berdasarkan ketentuan yang telah diatur secara khusus mengenai  alat  bukti

yang  menjadi  lex  specialis perkara  perceraian.  Kedua,  Penggugat  harus

membuktikan juga bahwa rumah tangganya tersebut sudah tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, oleh karenanya Penggugat

harus menghadirkan keluarga atau orang dekat Penggugat ataupun Tergugat

guna  dimintai  keterangan.  Ketiga,  Penggugat  harus  membuktikan  bahwa

antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6

bulan kecuali telah terbukti terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Analisis Bukti Penggugat

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat,

maka Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  9  ayat  (4)  Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai bahwa biaya pemeteraian
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diberlakukan  atas  suatu  dokumen  yang  dijadikan  sebagai  alat  bukti  di

pengadilan  dan  dilakukan  menurut  tatacara  yang  telah  ditentukan  menurut

peraturan perundang-undangan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1888  KUHPerdata

kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang

asli  ada,  maka  turunan  dan  kutipannya  hanya  dapat  dipercaya  sepanjang

sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang

saksi dari orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan  Pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.  Pasal 134 Kompilasi  Hukum

Islam.  Saksi  tersebut  masing-masing  telah  memberikan  keterangan  secara

terpisah  di  bawah  sumpah  yang  pokok  keterangannya  sebagaimana  telah

termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Penggugat,

maka Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa  dalam  menilai  kekuatan  kesaksian,  Hakim

berpedoman pada ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 295 HIR bahwa suatu

kesaksian  harus  berdasarkan  apa  yang  dilihat,  dengar,  dan  alami  secara

langsung  disertai  alasan  mengenai  pengetahuan  saksi.  Di  samping  itu,

memperhatikan  secara  khusus  kesesuaian  saksi  satu  dengan  yang  lain,

persamaan  kesaksian-kesaksian  itu  dengan  hal-hal  yang  dapat  ditemukan

mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan

yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan

dengan  keterangan  saksi-saksi  dari  Penggugat,  maka  Hakim  berpendapat

sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Penggugat yang bernama SAKSI 1

sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok, kejadiannya

sejak  April  2010 yang  lalu.  Penyebab pertengkaran karena  Tergugat  jarang

pulang  katanya  bekerja  akan  tetapi  tidak  ada  hasilnya,  Tergugat  tidak

memberikan  nafkah  (lahir)  secara  layak  terhadap  Penggugat  dan  Tergugat

selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL). Akibatnya sejak 2018 Tergugat
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pergi  dari  rumah kediaman bersama dan  tidak  saling  mengunjungi  maupun

jalan bersama lagi;

Menimbang, bahwa saksi kedua dari Penggugat yang bernama SAKSI 2

sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Penyebab

pertengkaran karena Penggugat menuduh Tergugat mempunyai Wanita Idaman

Lain (WIL) dan Tergugat tidak memberikan nafkah (lahir) terhadap Penggugat.

Akibatnya sejak 2018 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak

saling mengunjungi maupun jalan bersama lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi  yang bersesuaian tersebut

dialami  secara  langsung  disertai  alasan  mengenai  pengetahuan  saksi,

sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Persidangan

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  analisis  bukti-bukti  Penggugat,

ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  yang  sah,

menikah pada  tanggal 07  Februari  2010  dihadapan  Pejabat PPN  KUA

Kecamatan  Serang  Baru  Kabupaten  Bekasi dengan  berdasarkan  Kutipan

Akta Nikah Nomor 144/19/II/2010 tanggal 07 Februari 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

di   rumah Penggugat di wilayah Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;

3. Bahwa dari  pernikahan tersebut  Penggugat  dan Tergugat telah

dikaruniai orang anak, masing-masing bernama M. Raditiya Putra Prayoga

dan Rania Azzalia Putri;

4. Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan

Tergugat  rukun  dan  harmonis,  namun sejak  April  2010  kehidupan  rumah

tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

secara  terus  menerus  yang disebabkan  Penggugat  menuduh  Tergugat

mempunyai  Wanita  Idaman  Lain  (WIL)  dan  Tergugat  tidak  memberikan

nafkah (lahir) terhadap Penggugat;

5. Bahwa  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  antara

Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2018 hingga sekarang
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karena  Tergugat  meninggalkan  kediaman  bersama  pulang  ke  rumah

orangtuanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi;

6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha

menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali akan tetapi tidak

berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas,

maka  Hakim memandang  perlu  menganalisis  dan  mempertimbangkan

berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam

rangkaian pertimbangan hukum berikut ini: 

Menimbang,  bahwa   berdasarkan  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  16

Tahun 2019 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan

lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai

isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal

3  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia,  perkawinan  bertujuan  untuk

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  tersebut  maka  Hakim

berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila

pasangan  suami  isteri  sama-sama  memiliki  tekad  kuat  menjalankan  peran

kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai,

menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah

satu  pihak  abai  atau  melalaikan  kewajibannya  terhadap  pihak  lain,  maka

perkawinan  akan  kehilangan  tujuan  luhurnya,  sehingga  unsur  ketenangan

(sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) yang seharusnya ada

dan  menjadi  pilar  pokok  dalam  rumah  tangga  tidak  lagi  dirasakan  oleh

pasangan suami isteri; 

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta  antara  Penggugat  dan Tergugat

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka hal itu sudah

menunjukkan  bahwa rumah tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat   sudah

tidak  mencapai  tujuan  luhurnya.  Sehingga  unsur  ikatan  batin  berupa

ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) di antara
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suami  isteri  telah  hilang  dan  upaya  membangun  rumah  tangga  ideal

sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang,  bahwa  hidup  bersama  merupakan  salah  satu  tolak  ukur

rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan

suami  isteri.  Oleh  karena  itu,  fakta  hukum  tentang  adanya  pisah  rumah di

antara  Penggugat  dan  Tergugat  sejak  2018 tanpa  alasan  yang  dibenarkan

menurut hukum, tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik layaknya suami

isteri, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat

sudah  tidak  dapat  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  masing-masing

sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor

1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1

(b)  disebutkan  bahwa  dalam  upaya  mempertahakan  suatu  perkawinan  dan

memenuhi  prinsip  mempersulit  perceraian,  maka perkara perceraian dengan

alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat  dikabulkan

apabila terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus  dan telah

berpisah  tempat  tinggal  selama  minimal  6  bulan  kecuali  terjadi  kekerasan

dalam  rumah  tangga.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut  yang  dihubungkan

dengan fakta persidangan, maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak

2018 sampai sekarang berjalan kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  dan  analisis  atas  fakta

hukum di  atas, maka petitum permohonan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat

dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa  apabila  dikaji  secara  mendalam  tujuan  syariah

(maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan

bahwa pada hakikatnya hukum asal  (dasar)  perceraian adalah dilarang dan

dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai

alasan perceraian, dalam syariat  tidak ditentukan secara terinci  dan  limitatif,

akan tetapi dapat ditemukan melalui  hasil  ijtihad atau pemahaman fikih atau

peraturan perundang-undangan;
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Menimbang  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  39  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus

ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai

suami isteri  dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil  mendamaikan

kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor  9  Tahun  1975  jo. Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  lslam

menegaskan  salah  satu  alasan  perceraian  yaitu  adanya  perselisihan  dan

pertengkaran terus  menerus antara  suami  isteri  dan tidak  ada harapan lagi

untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat

beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus;

- Perselisihan  dan  pertengkaran  menyebabkan  suami  isteri  sudah

tidak ada harapan untuk kembali rukun;

- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal minimal 6 bulan

lamanya kecuali telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga;

- Pengadilan  telah  berupaya  mendamaikan  suami  isteri  tapi  tidak

berhasil;

Menimbang,  bahwa  unsur-unsur  tersebut  akan  dipertimbangkan  satu

persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah

tangga  Penggugat  dengan  Tergugat,  sehingga  oleh  Hakim dipandang  telah

memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang

terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti

penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat menuduh Tergugat

mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat tidak memberikan nafkah

(lahir) terhadap Penggugat, sehingga Hakim menilai telah terjadi disharmoni di

antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim berpendapat  disharmoni sebuah perkawinan

dalam hukum Islam disebut  juga  azzawwaj  al-maksuroh  atau dalam hukum

lainnya  disebut  broken  marriage,  yang  dalam  permasalahan  keluarga

landasannya bukan semata-mata ditandai  dengan adanya pertengkaran fisik

(phsysical  cruelty),  akan  tetapi  termasuk  juga  kekejaman  mental  (mental

cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri

sehingga telah secara nyata terjadi dan berlangsung ketidakpedulian terhadap

salah satu pihak, sehingga telah terjadi broken marriage;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  maka  Hakim

berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah

tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi

antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah rumah 6 (enam)

tahun lamanya  dan  selama  pisah  rumah tersebut  Penggugat  dan  Tergugat

sudah tidak saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang

sudah  saling  tidak  mempedulikan  dan  tidak  menghiraukan  satu  sama  lain

adalah  sesuatu  yang  tidak  wajar  dalam  sebuah  keluarga  yang  rukun  dan

harmonis, karenanya Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak

ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  maka  Hakim

berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Para pihak telah pisah tempat tinggal minimal 6 bulan lamanya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan,  terbukti  Penggugat

dan Tergugat telah berpisah sejak 2018 sampai sekarang berjalan kurang lebih

6 (enam) tahun lamanya. Oleh karena itu, ketentuan Surat Edaran Mahkamah

Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar

Agama angka 1 (b)  yang menyatakan bahwa dalam upaya mempertahakan

suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersulit perceraian, maka perkara

perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

dapat dikabulkan apabila terbukti  suami/isteri  berselisih dan bertengkar terus
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menerus dan telah  berpisah tempat  tinggal  selama minimal  6  bulan  kecuali

terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dinyatakan telah terpenuhi;

4. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk mendamaikan para pihak

di depan persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor

9  Tahun  1975.  Upaya  damai  dari  keluarga  juga  telah  diupayakan,  namun

semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  maka  Hakim

berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  dan  analisis  atas  fakta

hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah hancur  berantakan,  jika  dipertahankan akan menimbulkan kesusahan

dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti

kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya,

tiada bertambahnya hari  selain bertambahnya kehancuran hati  dan pahitnya

penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat

lahir dan batin. Padahal sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah yang termaktub dalam

Kitab  Al-AsybahWannadzair  yang telah diambil  alih menjadi pendapat Hakim

dinyatakan:

المصالح      جلب على مقدم المفاسد درء
Artinya:  “Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih diutamakan

dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang  bahwa  bertolak  dari  kaidah  fiqhiyah  tersebut  dan

dihubungkan  dengan  kasus  ini,  maka  seorang  suami  tidak  boleh  memberi

mudarat kepada  isterinya  begitu  juga  sebaliknya,  seorang  isteri  tidak  boleh

memberi mudarat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang

oleh syariat;

Menimbang, bahwa  Hakim  menilai tindakan Tergugat seperti diuraikan

dalam unsur kedua di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang
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Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,

karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  itu  dalam  rangka  mewujudkan  tujuan

tersebut, karena mudarat yang ditanggung Penggugat dan Tergugat lebih besar

daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan  akan

diperoleh  maslahat  bagi  kedua  belah  pihak  daripada  mempertahankan

perkawinan.  Oleh  karena  itu,  keinginan  Penggugat  untuk  bercerai  dengan

Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang,  bahwa  secara  sosiologis  tatanan  kehidupan  masyarakat

sangatlah  ditentukan  dari  kualitas  kehidupan  rumah  tangga  dalam  satu

keluarga, jika rumah tangga dalam satu keluarga tersebut baik maka tatanan

kehidupan  masyarakat  akan  menjadi  baik,  teratur  dan  beradab,  namun

sebaliknya  jika  rumah  tangga  dalam satu  keluarga  tidak  baik,  di  dalamnya

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus  menerus

sebagaimana yang dialami oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, maka akan

menciptakan  tatanan  masyarakat  yang  tidak  baik,  tidak  teratur  dan  tidak

beradab.  Maka dari itu, mempersatukan keduanya dalam satu rumah tangga

sangat  mustahil  karena  justru  akan  menimbulkan  perselisihan  yang

berkepanjangan dan merusak tatanan keadaban sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas maka  Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat telah

terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan

dalam  Pasal  39  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah

Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar

Agama  angka  1  (b),  yakni  antara  suami  isteri  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup

rukun lagi sebagai suami isteri dan diikuti dengan telah berpisah rumah lebih

dari 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum Nomor 1

dapat dikabulkan;
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putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  dikabulkan  maka

petitum gugatan Nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra

Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang  bahwa  talak  satu  ba’in  sughra merupakan  talak  yang

dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum

dari talak satu  ba’in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup

bersama kembali,  terkecuali  dengan akad nikah yang baru  meskipun dalam

masa iddah;

Biaya Perkara 

Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo  masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan  Pasal  89 Ayat  (1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  yang  menyebutkan  bahwa  ”biaya  perkara

dalam  bidang  perkawinan  dibebankan  kepada  Penggugat/Pemohon”,

berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara

ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan 

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;  

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)

kepada Penggugat (PENGGUGAT);  

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024

Masehi,  bertepatan dengan tanggal  10 Jumadil  Akhir  1446 Hijriyah,  oleh  H.

Achmad  Fausi,  S.H.I.,  M.H. sebagai  Hakim  Tunggal  berdasarkan  Surat
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Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor  202/KMA/HK.05/10/2022  tentang

Pemberian Izin Bersidang dengan hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan

dibantu oleh  Siti Nurul Qomariyah, S.H., M.HES. sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Siti Nurul Qomariyah, S.H., M.HES.

Hakim 

H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp.  30.000,00
2. Proses : Rp.  100.000,00
3. Penggandaan : Rp. 50.000,00
4. Panggilan : Rp.  390.000,00
5. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00
6. Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00
7. Redaksi : Rp.  10.000,00
8. Meterai                    :      Rp.                10.000  ,00  

Jumlah Rp.  710.000,00 
(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)
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